














A.  Kesimpulan 
 




1.   Proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindakkan kekerasan fisik 
di Polres Sleman telah sesuai dengan Undang – Undang Republik 
Indonesia Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang 
– Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Kasus kekerasan fisik yang diselesaikan dengan 
cara Diversi pada tahun 2016 berjumlah 1 dan 2017 berjumlah 1 yang 
sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 6 sampai 11. 
Diversi yang gagal berjumlah 5 maka penyidik tersebut wajib melanjutkan 
penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan 
melampirkan berita acara pemeriksaan Diversi dan laporan penelitian 
kemasyarakatan yang tertera pada pasal 29 Undang – Undang Republik 
Indonesia Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
2.   Kendala yang dihadapi oleh Polres Sleman dalam hal proses penyidikan 
 














a.   Kendala internal 
 
Kendala Internal kepolisian dalam hal melakukan 
penyidikan terhadap anak sebagai pelaku yaitu dari LPKS dan LPSA 
yang tidak ada di Polres Sleman, banyaknya anggota kepolisian yang 
masih belum paham betul mengenai Undang – Undang Republik 
Indonesia  Nomer  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana 
Anak terutama bagi serse-serse karena lebih memfokuskan terhadap 
kriminal sedangkan anak tersebut berupa lex spesialis, terbatasnya 
ruang Unit PPA. 
b.   Kendala Eksternal 
 
Kendala Eksternal kepolisian dalam hal melakukan 
penyidikan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  yaitu  masyarakat  masih 
belum paham betul mengenai Undang – Undang Republik Indonesia 
Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 
terlebih mengenai pasal 6 mengenai diversi dan pasal 32 mengenai 
penahanan semantara tidak boleh dilakukan kemudian adanya tekanan 
dari masyarakat bahwa pihak kepolisian disogok oleh keluarga pelaku 
sedangkan dari Polres Sleman sendiri sering mengadakan penyuluhan 
mengenai Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 
2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  namunn  respon  dari 












B.  Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar 
dilakukan hal – hal sebagai berikut: 
1.  Hendaknya Polres Sleman melakukan renovasi terhadap Ruangan Unit PPA 
(Pelayanan Perempuan dan Anak) karena terlihat sempit yang membuat si 
anak tersebut merasa kurang nyaman dan segera mungkin membuat LPAS 
dan LPKS di Polres Sleman. 
2.   Polres Sleman harus lebih sering berkunjung ke warga sekitar menjelaskan 
lebih  dalam  mengenai  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomer  11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terlebih mengenai 
pasal 6 mengenai diversi dan pasal 32 mengenai penahanan semantara tidak 
boleh dilakukan. Bukan hanya lewat penyuluhan hukum melainkan mengikuti 
kegiatan masyarakat sambil memberikan informasi tersebut dan juga 
mengadakan kerja sama dengan jaksa anak dan hakim anak. 
3.   Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2012 tentang Kode 
Etik Profesi   Kepolisian   Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia   harus 
diperhatikan dan diikuti oleh seluruh anggota kepolisian karena didalam pasal 
7 ayat 1 d itu menjelaskan mengenai melaksanakan perintah dinas untuk 
mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan 








Undang – Undang Republik Indoneisa Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
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